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ARTIKEL UTAMA.

A PENDAHULUAN

cKepiatan nerdacancan adalah keoiatan vang
£F f i [w) [ T 7 O

yang diperkirakan.
Banyak persoalan hukum yang muncul ke per-
mukaan, ierkait dengan kegiatan perdagangan.

secara universal ditemukan pada setiap dan seluruh
bagian dunia ini, dan sudah berlangsung sejak
zaman dahulu kala. Meskipun kegiatan perdagan-
gan ini boleh dikatakan merupakan kegiatan atau
iransaksi vang paling lama dilakukan oleh umat
manusia, yang dimulai dengan aksi barter, dimana
dua pihak saling menyerahkan benda satu kepada
yang lainnya, namun ternyata pengaturan menge-
nai transaksi perdagangan ini tidaklah sesederhana
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Persoalan hukum tersebut sudah ada dan lahir
mulai sejak para pihak melakukan negosiasi hingga
terjadinya kesepakatan dagang, yang berlanjut pada
pelaksanaan penyerahan benda yang diperdagang-
kan, peralihan risiko atas benda dan hak milik atas
benda yang didagangkan, metode dan tata cara
pembayaran yang paling aman bagi penjual, ma-
salah ciderajanji dan ganti rugi sebagai akibat tidak
dilaksanakannya kesepakatan yang sudah dicapai,
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_ h:ﬁgéa persoalan interpretasi atan penafsivan dan -

- itikad baik daiam meiaiusanakan kesepakatan vang
sudah dibuat.”

- Kempieksztas dan kevlamn perdagangan
- menjaci bertambah m&nakala kegmmn peﬁt{iczgangam '
" tersebutkemudian meningkat menjadli perdagangan

“internasional” atauyangdda&sanakmhnmamgam

?e@:seaianf _V;aﬂg semula hanya bersifat substantif

saja, yang hamya %@zkal% dengan keberlakuan hulam

'pasmf pada satu negara secara nasional, diperumit
: dﬂnganpezsealan pwhan hukum, dan piliban forum, -
gina; mengaiur mengenai hak hak dan ixewa}ﬁsa:ﬂ—:-

Lewapban para pihak sekahgus peﬂyelesmarz dari
sengketa atau perselisihan yang lahir dari fransaksi
perdagangan internasional tersebut. -

Terkait denigan hal-hal tersebut dz atas, dam
_ selqan banyak persoalan hulamm yang dapat tahir

dari ‘suatu transaksi atau kontrak dagang interna-
sional, khususnya jual beli m’cemasmnai penulis
“ingin mengaﬂgkat dan membahas datam tulisan ind
suaiu permasalahan yang acapkali tidak disadari
tetapi seringkali muncul dalam prakiik perdagangan
internasional. Hal yang ingin penulis soroti di sini
‘adalah hal-hal seputar saat terjadinya E(eaepa%\a‘éan
atau mengikainya perjarjian atau konirak dagang
internasional, keabsahan kontrak dagang internasi-
onal dan bentuk kontrak dagang internasional, yi: g
dihubungkan atau dikaitkan dengan keberadaan
berbagai macam konvensi yang mengatur menge-
nai transaksi jual beli internasional dan eksistensi
pilihan hukum dan pilihan forum dalam konirak
dagawT mi:emaszonai ’cersebut

B KONT RA% B&GM‘*@G NE"ER-
MASIONAL DAN KONTRAK
JUAL BEL} INTERNASIONAL

Tidak ada suatu pengertian ataupun runusan
yang secara tegas memberikan definisi maupun
batasan dari suatu perjanjian dagang internasional
atau konirak dagang internasional. Namun demiki-
an dengan memperhatikan kegiatan yvang terjadi

saksi perdagengan internasional, jika transaksi jual
beli tersebut telah menyebabkan terjadinya pilihan
hukum anfera dua sistem hukum yang berbeda.
Dalam konteks ini, yang pada pokoknva meru-

' 'pa%em sumber dari keberadaan dua sistem hukum
e yang: ‘berbeda adalah zﬁ{’aba& dari %ran@aka jual

beli tersebut, yang pada umumnya terjadi karena

‘benda yang diperjralbelikan harus diserahkan

melintasi batas-batas kenegaraan. Dalam hal jual

“beli dilakukan tanpa memﬂdakm g}eiymf!ahan
objek jual beli dari suait négara ke negara va

':'iam maka transaksi fersebut funduk sepenuhnya
- pada ketentuan dan aturan hukem ;apg berlaku di

negara di mana jual beli dilaksanakan. Dalam hal
éer&e’nm apat dikatakan bahwa keberadaan unsur
atau elemen asing bagi sistern hukum vang berlaku
tidak dapat dz{emu%an, meskipun salah s uam_-pﬁ}ak
dalam perjanjian adalah pihak asing, ataupun per-
jamjian tersebut ditandatangani di negara lain; atau
pembayaran dilakukan dengan mempergunakan
mata vang asing. Dalam hal ini eksistensi atau ke-
beradaan tempat yang berbeda secara kenegaraan
dari benda vang dijual dan tempai p«eny{_mhannya
menjadi penting.

Dari penjelasan aliniea di atas dapat dlkmahm
bahwa i@b@radaan unsur asing atau eleman asing
dalam suatu transaksi dagang internasional (jual beli
internasional), terletak pada peralihan "fisik” dari
kebendaan yang diperjualbelikan dari satu negara
menuju ke negara yang lainnya. Peralihan “fisik”
kebendaan tersebut dalam suatu transaksi dagang,
khususnya jual beli internasional ternyata dapat

menerbitkan berbagai macam persoalan }'mkum

jual beli sebagai suatu jenis transaksi yang mung-
kin paling lama dikenal oleh umat manusia setelah
barter atau imbal beli (tukar menukar), dan yvang
paling sering dilakukan oleh umat manusia di dunia
ini, fampak seolah-olah merupakan suatu bentuk
perfanjian yang sederhana dan tidak perlu diatur
secara terperinci. Namun pada kenyataannya tidak
demikian, Tnal beli yang seri ;rlm i dilakeanakan

dan dilakukan dalam setiap transaksi perdagangan
lintas negara, yang dinamakan dengan transaksi
perdagangan internasional adalah transaksi jual
beli (atau imbal beli)’ lintas negara, yang melibatkan
dua pihak yang melakukan jual beli vang melintasi
batasan kenegaraan®, Pihak-pihak ini tidaklah harus
merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara
yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang ber-
beda. Suatu transaksi dikatakan merupakan tran-
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oleh setiap orang setiap harin va mcsk}puﬂ ternyata
memilili karakteristik undversal vang sama di se-
wruh dunia, namun acapkali dengan peng afuran
vang berbeda-beda. Hal yang mmkm%r inilah vang
kemudian melahirkan perselisihan atau se*'kfsi\eia
yang terkaif dengan jual beli internasional atau
lintas negara ini.

Dua karakteristik pokok
adalahrya

ari suatu jual beli
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. ez}admya peralihan hak milik, yang memung-
-~ kinkan pemilik melakukan segala sesuatu
UV atan tméakan atas suatu benda yang dibeli
" olehnya;
2. terjadinya peralihan risiko dari kebenda&m
" yang diperjualbelikan.
_ Mﬂnaem saat terjadinya peralihan hak milik ini,
. secara umum boleh dikatakan ada empat prinsip

. yangberbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

- Keempat prinsip tersebut adalah:

.11, hak mitik sudah beralih manakala perjanjian jual
- peli sudah disepakati dan disetujui oleh kedua
" belah pﬂ;a_k_ Jadi dalam hal ini sama sekali fidak

~ -.ada penyerahan yang merupakan formalitas
.- yang harus dipenuhi oleh para pihak yang meru-
~pakan syarat utama beralihnya hak milile.

2. ‘hak milik baru beralih setelah dilakukannya

- penyerahan cleh penjual’.

3. peralihan hak milik digantungkan pada ke-

hendak para pihak®,

4. peralihan hak milik baru terjadi manakala dila-
kukan dengan memenuhi formalitas tertentu®.

- -Dikaitkan dengan saat peralihan hak milik saat
terjadinya peralihan risiko, secara umum juga
dapat ditemukan pengaturan dengan prinsip yang
berbeda-beda:

1. DiPerancis peralihan risiko dari pembeli kepada
penjual pada saat jual beli sudah dianggap ter-
‘jadi, dengan tidak perlu memperhatikan bahwa

- penyerahan sudah dilakukan atau belum’. Jual

‘beli dianggap sudah terjadi manakala benda

- “yang diperjualbelikan sudah ditentukan dengan

“pastydardengan demikian berarti peralihan hak
milik juga sudah terjadi. Dalam konteks yang
demikian berarti saat beralithnya risiko adalah
sama dengan saat beralihnya hak milik dari
benda yang diperjualbelikan tersebut.

2. Di Indonesia peralihan risiko sudah dianggap
baru terjadi manakala benda sudah ditentukan.
Pada dasarnya prinsip ini sama dengan yang

dijelaskan sebelumnva, hanya saja dalam sis-
tem hukum Indonesia, halk milik belum beralih
sebelum penverahan dilakukan. Jadi dalam hal
ind, dapai terjadi suatu keadaan dimana pera-
lihan risiko telah terfadi sedangkan peralihan
hak milik belum terjadi. Dalam konteks ini, saat
peralihan risiko berbeda dengan saat peralihan
hak milik.

3. Dilnggris, secara uvmum dikatakan “risk passes
with property (ownerskip)”®. Hal ini berarti, saat

terjadinya peralihan risiko dari barang yang &}

beli terjadi bersamaan dengan peralihan hak mi-

lik, dengan tHdak perlu memperhaukan apak’ﬁ"z

penyerahan sudah dilaksanakan atau belum.

Demikianlah, secara sederhana® dapat dﬂzhan,
bagaimana sistem hukum di negara-negara yang ada.
di ciuma ini mengatur secara berbeda saat peralihan
hak milik dan peralihan risiko, yang dihﬁbtmﬁkan
dengan penyerahan kebendaan tersebut.

Dl samping itu, kewajiban penjual dalam seﬁap
transaki jual beli, ternyata juga berbeda-beda antara
satu negara dengan negara lainnya. Secara umum,
dalam French Civil Code misalnya, dengan tegas
dikatakan bahwa setiap janji yang tidak jeias haruas -
ditafsirkan uniuk kerugian dari perjual®®. Dalam
konteks tersebut, penjual diwajibkan tidak hanva
untuk menyerahkan benda yang dibeli melainkan
juga memberikan jaminan atas benda yang dijual®.
Selanjuinya jaminan ftu sendiri meliputi jaminan
penguasaan benda secara aman dan ferus menerus.
oleh pembeii dan cacat tersembunyi dari benda yang
dijual tersebui™. Kewajiban tersebut jelas sangat
berbeda dengan kewajiban dari pembeli yang hanya' '
sekedar melakukan pembayaran saja’™.

Agalcberbeda dari Prancis dengan tradisi hukum
Eropa Kontinental, pada negara dengan tradisi
hukum Commion Law, masalah jaminan fidak hanya
terkait dengan persoalan “warranty of title”, yang
memberikan jaminan penguasaan benda secara
aman can terus menerus oleh pembeli. Dalam tradisi
hukum Connon Law, pengaturan mengenai masalah
jaminan ini meliputi™:

1. express warranty;

implied warranty of merchantability;

implied warranty of fitness for particular purpose;
disclaimer of warranty;

conflict of warranty;

cumulation of warranty;

third party beneficiaries of warranty.

Dalam konteks yang dernikian berarti pengaturan
meneenai jual beli dalam tradisi hukum Common
Low dalam suatu perjanjian jual beli menjadi jauh
lebih kompleks dibandingkan dengan jual beli
dalam fradisi hukum Eropa Kontinental.

Selain itu pemberlakuan prinsip strict lability
dalam bentuk product liability yang tidak laksanakan
oleh semua negara di dunia ini, juga telah memberi-
kan dampak yang berbeda dalam setiap transaksi
jual beli, khususnya yang terkait dengan kerugian
pihak ketiga yvang terkait dengan suatu benda yang
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- dibeli oleh pembeli dan penjual, manakala tidak ada
dari kedua,nya, baik penjual maupun pembeli, yang
: meiakukan tmdakan yang dapat disalahkan, yang
-menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga tersebut.
“Dengan demikian jelaslah, dengan adanya per-
_ bedaan dalam aturan-aturan tersebut telah mela-
hirkan kebutuhan bagi para pelaku perdagangan
internasional untuk memperoleh kepastian hukum
dalam setiap transaksi perdagangan internasional.
?Beberapa. hal khusus yana men]adl perhatian adalh
mengenai:- 7 : :
1 'saat texjadmya pﬂrahhan hak milik;

_ 2. -saat ter;admya peralihan risiko;

3 ]ammangamman baik yang berlaku universal,
-~ maupun yang dapat diatur secara berbeda
dengan memberikan aturan tambahan atau
~dalam bentuk pengesampingan terhadap
berlakunya jaminan tertentu.

Kebutuhan tersebut pada akhirnya melahirkan
berbagai macam konvensi internasional. Konvensi-
konvensi yang ada tersebut, jika diperhatikan,
ternyata juga mengatur secara berbeda, hal-hal yang
dikehendaki oleh pelaku perdagangan internasional
secara berbeda. Secara prinsip, konvensi-konvensi
yang ada tentang jual beli internasional tersebut
mengatur mengenai:

1. persoalan pemberlakuan hukum negara tertentu
dalam setiap transaksi perdagangan internasi-
onal. Jadi dalam hal ini yang diatur adalah
masalah “conflict of law” yang menuju kepada
pilihann hukum oleh para pihak atau yang di-

.. laksanakan berdasarkan pada kaedah hukum
perdata internasional, untuk mengatur hubun-
gan hukum yang ada dalam suatu transaksi
perdagangan internasional;

E\)

persoalan mengenai isi perjanjian dagang in-
ternasional, yang merupakan aturan-aturan
yang harus diberlakukan dalam setiap transaksi
perdagangan internasional. Dalam hal ini yang
diatur adalah hukum materiilnya. Negara-negara

pilihan hukum dalam hukum perdata internasional,
maupun hukum materiil yang sengaja dipilih untuk
mengatur hubungan hukum penjual dan pembeh
dalam suatu kentrak jual beli internasional, -

C. KONVENSI INTERNASIONAL TERKA%T
DENGAN JUAL BELI BENDA

Jika diteliti, secara umum dapat ditemukan
paling sedikit enam jenis konvensi internasional
yang berkaitan dengan jual beli benda Keenam
konvensi tersebut adalah: :

1. Convention on the Law Applicable to Infem.:ztwnal
Sales of Goods; :

2. Convention on the Law Governing Tmnsfer af Title

in International Sales of Goods;

Convention on the Jurisdiction of the Selected Fo-
rum i the Case of International Sales of Goods;
4. Convention Relating to A Uniform Law on the

International Sales of Goods; :

5. Convention Relating to A Uniform Law on the
Formation of Contracts for the International Sales
of Goods;

6. Final Act of the United Nations Conference on
Contracts for the Sale of Goods, yang lebih dikenal
dengan Vienna Convention on Contracts for the
International Sales of Goods (CISG).

Dari keenam konvensi yang dikenal tersebut,
dapat diketahui dari judul konvensi tersebut, bahwa
dua konvensi pertama mengatur mengenai peng-
aturan dari hukum yang berlaku atau diberlakukan
dalam suatu transaksi jual beli internasional, terma-
suk juga di dalamnya ketentuan khusus mengenai
saat beralihnya hak milik/ kepemilikan atas benda
yang diperjualbelikan dalam transaksi perdagangan
internasional. Konvensi ketiga berbicara mengenai
“choice of forum” atau pihak lembaga atau yurisdiksi
yang akan melaksanakan tugas sebagai pihak yang
menyelesaikan sengketa, permasalahan, perbedaan
pendapat, maupun penafsiran dan segala sesuatu
hal yang terkait dengan perbedaan pandang menge-
nai satu atau lebih hal vang berhubungan dengan

Ca

yang meratifikasi konvensi ini berarti menjadi-
kan isi konvensi ini sebagai hukum positif vang
mengatur mengenai transaksi jual beli internasi-
onal dalam tatanan hukum materiil negaranya.

Keberadaan konvensi-konvensi tersebut diharap-
kan dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan
dari hal-hal yang disebutkan di atas dengan hanya
memberlakukan satu hukuwm materiil saja, baik hu-
kum materiil yang berlaku karena berlakunya asas
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transaksi jual beli internasional. Tiga konvensi
yang disebutkan terakhir mengatur mengenai isi
perjanjian dagang internasional, yang merupakan
aturan-aturan yang harus diberlakukan dalam setiap
transaksi jual beli internasional, termasuk di dalam-
nya pembentukan perjanjian yang dipergunakan
dalam rangka kegiatan jual beli internasional.
Berikut di bawah ini akan dijelaskan secara
singkat ruang ligkup. pengaturan dari masing-
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. ‘masing konvensi.

- bﬁ@ién'ﬁéﬁ on the Law Apyplicable to Interna-
ional Sales of Goods I
U Coppention on the Law Applicable to International
Sales of Goods ini adalah konvensi yang telah diterima
.'.---_'pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai
}dﬁ:anda’sangam pada tahun 1955 dengan Belgia
"'ebagal I\}egara pertama yang menandatangani
konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955. Perbedaan
'wakm pene imaan dan penandatanganan konvensi
. ilah’ yang menyebabkan konvensi ini sexingkali
. dzsebut dengan Konvensi Jual Beli 1951 (195%‘
i Konvensi Jual Beli 1951 (1955) menyatakan
: du‘mya hanya berlaku uniuk perjanjian-perjanjian
-jual beli yang bersifat internasional, namun demikian
Konvensi ini tidak memberikan suatu rumusan
atau pengertian mengenai maksud “yang bersifat
internasional” tersebut. Dari pembahasan selama
berlangsungnya konferensi tersebut di Den Haag
dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan
makna “yang bersifat internasional” adalah adanya
unsur hukum asing dalam perjanjian jual beli yang
dibuat. Dengan demikian berarti harus suatu unisur
yang benar-benar menyebabkan berlakunya suatu
sister hukum asing dalam transaksi jual beli yang
sedang dilakukan. Suatu pernyataan dari para pihak
saja mengenai hukum yang berlaku dalam perjanjian
tidak cukup untuk menjadikan jual beli tersebut
sebagaijual beli internasional dan karenanya dalam
hal tersebut Konvensi Jual Beli 1951 (1955} ini tidak
apat diberlakakan’.
“Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Konvensi
Jual Beli 1951 (1955) ini, ketentuan-ketentuan po-
kok yang diatur dalam Konvensi ini wajib untuk
dimasukkan ke dalam hukum nasional dari selurth
Negara yang telah meratifikasi dan memberlakukan
konwvensi ini.
Konvensi ini secara tegas mengatur mengenat
benda yang diperjualbelikan yang menjadikannya

rmh;:g:\i }Ifmi heli internasional rang fndik pada

kebendaan dan surat-surat berharga. Untuk menen-~
tukan apakah suatu benda masuk ke dalam kriteria
benda bergerak dan benda tidak bergerak, sehingga
tunduk pada ketentuan Konvensi ini, dlserahkan
sepenuhnya kepada lex rei sitae™.

Terkait dengan hukum yang berlakuy, dikatakén
bahwa jika ada pilihan hukum, maka yang diber
Jakukan adalah pilihan hukum yang telah dilaku-
kan oleh para. pihak. Dalam hal ini para pihak’
dibebaskan untuk memilih hukum dari negar
mana saja yang mereka anggap cocok, dan tidak:
perlu semata-mata merupakan pilihan dari dua
sistem hukum yang memiliki hubungan dalam
transaksi jual beli internasional tersebut, selama .
pilihan tersebut tidak menyebabkan terjadinya.
pertentangan dengan asas ketertiban umum, yang
mer upakaﬂ penyehmdu;:ran hukumV. Pilihan hu-
kum ini harus dilalkukan dengan jelas dan tegas.

Dalam hal tidak d]lakukan pilihan hukum,
maka yang diberlakukan adalah hukum dari
negara dimana penjual secara de-fucto berkediaman
atau berkedudukan hukum®®. Pilithan hukam
dari negara penjual didasarkan pada kenyataan
bahwa penjual mempunyai karakteristik yang
lebil unik dibandingkan dengan pembeli, yang
hanva sekedar melakukan pembayaran sejumlah
uang saja, manakala penjual diwajibkan untuk
melakukan penyerahan barang dan hal-hal lain
dalam bentuk penjaminan, yang pada pokoknya
mertpakan esensi dari pelaksanaan suatu ]uai
beli’.

Satu hal yang perlu diberikan catatan di sini
adalah bahwa jika transaksi jual beli dilakukan
atau ditutup oleh penjual yang memiliki kantor
perwakilan atau cabang pada suatu negara lain
daripada negara kantor pusatnya, maka yang
diberlakukan adalah hukum dan negara di mana
perwakilan atau cabang penjual ini berada. Hal ini
ternyata diterima baik oleh negara-negara Eropa
yang melakukan transaksi jual beli bahan-bahan
baku dengan negara berkembang, dengan menga-
dakan perianjian iual heli dengan perwakilan dan

Konvensi ind. Jual beli benda tidak bergerak tidaklah
masttk ke dalann yurisdiksi Konvensi ini, oleh karena
dalamjual beli benda tidak bergeral sudah diterima
secara umum suatu adagium bahwa hukum yang
berlaku adalah hukum dari Negara di mana benda
tidak bergerak tersebut terletak (lex rei sitae). Se-
lanjutnya Konvensi ini juga tidak berlaku bagi jual
beli benda bergerak yang bersifat ’Iorzlzc}mmehjk p
terrnasuk di dalamnva piutang-piutang, hak-hak

atau cabang dari pemsah%ﬁ—peﬁ‘u%ahwan penjual
yang ada di Eropa®. Jika diperhatikan, jelas %:ampak
bahwa perusahaan dari negara-negara maju ini
tidak ingin terhadap mereka diberlakukan hukum:
dari negara-negara Asia dan Afrika yang dianggap
terbelakang. Jadi masalah hukum negara tertentu
yang berlaku dalam suatu transaksi perdagangan
internasional, ternyata masih menyisakan berbagai
persoalan, fidak hanya persoalan hukum, tetapi juga
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' persoaian humamsme, alter ego dan chauvinisme,
yang menganggap bahwa suatu tatanan atausistemn
Jukumn tertentu lebih beradab dxba:ndmgkan dengan
i:atanan atan sistem hukum yang lainnya.
: SQEan;umya oleh karena Konvensi ini hanya
K meagatur mengenail hukam yang berlaku bagi suatu
transaksi jual beli internasional, segaia sesuatu yang
terbit dari perj anjian jual beli tersebut dikemba-
likan pada hukum yang berlaku. I{}emgaﬁ demikian
- Konvensi ini tidak mempersyaratkan apakah suatu
perjarjian jual beli wajib untuk dibuat secara tertulis.
Halini diatur sepenuhnya hukum yang dipilih atau
dﬁ:entukan sebagal hukum yang beﬂaku

_ 2 Conveﬂimn on the Law Governing Transfer of
Title in International Sales of Goods

- Jika pada Konvensi Jual Beli 1951 (1955) diatur
- soal hukum vang berlaku dalam suatu ransaksi
jual beli internasional tanpa mengatur mengenai
materi atau isi perjanjian, dengan menyerahkan
pengaturannya sepenuhnya pada hukum dari
negara yang dipilih atau ditentukan; maka Konvens
ini mengatur secara khusus, hanya mengenai saat
terjadinya peralihan pemilikan (hak milik) dari
barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada
pembeli.

Secara historis, Konvensi ini merupakan tambah-
an atau aksesoris terhadap Konvensi Jual Beli 1951
{1955). Selanjutnya oleh karena Konvensi hanya
merupakan tarmbahan dan ikutan terhadap Kon-
vensi Jual Beli 1951 (1955), maka semua konsepsi
dan aturan yang ada dalam Konvensi jual Beli 1651
-{1955) juga-diatur dan-disalin ulang dalam Konvenst
ini. Hal ini memberikan kesimpulan sederhana
bahwa dalam Konvensi ini, peralihan hak milik
dari barang yang diperjualbelikan dari penjual
kepada pembeli diatur sepenulmya oleh hukum
yang berlaku sebagaimana ditentukan berdasarkan
Konvensi Jual Beli 1951 (1955). Hal ini jugalah yang
pada hakekaimya membuat Konvensi ini menjadi
tidak populer, dan sampai saat ini baru dua Negara

Konvensi Jual Beli 1951 (1955) yang diatur adalah
hukum yang dipilih dan atau diberlakukan dalam
suatu perjanjian jual beli internasional, maka dalam
Konvensi inj yang diatur adalah masalah’ pﬂ;han
forum oleh para pihak dalam per;a,njzan jual beli
internasional fersebut. Konvensi ini dlsebut ;uga
Konvensi jual Beli 1958. et

Jika ada pilithan forum secara tegas, maka- nga-
dilan dari negara-negara peserta Konvensi ini wajib
untuk menolak menangani penyelesaian sengketa
jual beli internasional ini. Jika jual beli dilakukan
secara lisan, maka perlu dibuat suatu klausula
tersendiri yang mengatur mengenai pilihan forum
ini. Pengaturan ini dapat dilakukan dalam bentuk
suatu pernyataan fertulis yang disetujui dan dikon-
firmasikan oleh salah satu pihak, dan tidak diten-
tang atau ditolak oleh pihak lainnya®. Jadi dalam hal
ini paa hakekainya kesepakatan atau persertujuan
dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam
transaksi jual beli tersebut tetap diperlukan, agar
forum yang dipilih (di luar pengadilan) berwenang
untuk menangani penyelesaian perselisihan yang
telah terjadi.

Jika salah satu pihak, meskipun para plhak teiah
menentukan pilihan forum, memasukkan gugatan
pada pengadilan di salah satu negara peserta Kon-
vensi dan ternyata pihak yang digugat (tergugat)
tidak berkeberatan, maka perkara tersebut akan
terus dilanjutkan®.

Eksekusi terhadap putusan dari forum di luar
pengadilan yang dipilih tersebut dilaksanakan ber-
dasarkan pada New York Convention, yaitu Convention
on the Recognition and Enforcement of Foreign ‘Avbitral
Awards, dan dilaksanakan oleh pengadilan yang
berwenang berdasarkan pada New York Convention
tersebut. Sampai sejauh ini dapat dilihat bahwa
Konvensi fual Beli 1951 (1955) dan Konvensi jual
Beli 1958 ini ternyata saling melengkapi dan dibuat
dengan tujuan untuk menghilangkan perdebatan
mengenai hukum yang berlaku dan siapa yang

berhak menyelesaikan sengketa yang terkait dengan

yang mendaran@am Konvensi ini*'.

3. Convention on the Jurisdiction of the Selected
Forum in the Case of International Sales of
Goods
Konvensi ini, seperti halnya Convention on the

Law Governing Transfer of Title in Infernational Sales of

Goods, juga tidak dapat dilihat atau dibaca terlepas

dari Konvensi ]ual Beli 1951 (1955). Jika dalam

jual beli internasional.

4. Convention Relaling to Alniform Law on the
Iniernational Sales of Goods dan Convention
Relating to a Uniform Law on the Formation
of Coniracts for the International Sales of
Goods
Konvensi selanjuinya yang dibicarakan di sini

adalah dua Konvensi yang mengatur mengenai
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hukum yang uniform atau seragam dalam rangka
“ijual beli internasional dan pembentukan perjanjian
: .}uai beli internasional.
- Convention Relating to a Uniform Law on the
'Infemﬁfzoml Sales of Goods dikenal dengan nama
- Konvensi Jual Beli 1964. Disebut dengan nama
“Konvensi Jual Beli 1964 adalah karena Konvensi
“ini dlqeﬁmm yada tahun 196—: di Den Haag.

i 'mgenvenai hukum vang berlaku, dalam Konvensi
- Jual %eh 1964 ini yang diatur adalah hukum mate-
' mﬂnya yang wajib dimasukkan sebagai bagian dari
hukuum posifif masing-masing negara peserta Kon-
vensi? Menurut Konvensi 1964 ini, yang dinamakan
jual’beli internasional adalah jual beli yang™:
a."pada saat perjanjian ditutup, barang yang diper-
jualbelikan akan diserahkan melintasi negara,
“yaitu dari wilayah suatu negara tertentu peseria
“Konvensi ke wilayah negara lain yang juga
peserta Konvensi in;
b. penawaran dan penerimaan dilakukan di dua
negara peserta Konvensi vang berbeda;
¢. penyerahan dari benda dilaksanakan berbeda
‘dari negara dimana penawaran dan penerimaan
dilakukan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Kon-
vensi 1964 ini, pengertian jual beli internasional
dipersempit.

Dalam Konwvensi ini selanjutnya dikatakan
bahwa® “Rules of private international law shall be
excluded for the purpose of the application of the present
< Law, -subject-to.arty provision to the contrary in the said
Law.” Meskipun demikian dikatakan lebih lanjut:
“The parties to u confract of sale shall be free to exclude
the application heveto of the present Law either entirely
or partially. Such exclusion may be express or implied.”
Kedua ketentuan ind jelas menunjukkan bahwa ter-
hadayp isi atau materi Konvensi Jual Beli 1964 ini, ti-
dak berlaku ketentuan hukum perdata internasional
mengenai pilithan hukum negara tertentu, namun

transaksi jual beli internasional yang mereka buai®;
Namun demikian pemberlakuan yang demikian
tunduk pada persyaratan berlakunya hukum
memaksa dari sistem hukum yang seharusnya
diberlakukan, seandainya para pihak tidak memilih-
Kovensi Jual Beli 1964 ini sebagai hukum yang ber— "
laku bagi mereka. '

Konvensi Jual Beli 1964 ini tidak menﬂai:ur.
mengenai pembentukan perjanjian, akibat perjanjian’
jual beli terhadap benda yang diperjualbeiikaﬁ;
dan juga terhadap keabsahan dari perjanjian ;Lzal.
belinya®.

Pembentukan perjanjian jual beli mtemasmnal'
itu sendiri diatur dalam Convention Relating fo a
Uniform Law on the Formation of Contracts for fh‘e In-
ternational Sales of Goods. Dalam ketentuan Konvensi
ini, dikatakan bahwa® “An offer or an accepiance need
not to be evidenced by writing and shall not be subject
to any other requirement as to form. In particular, they
tnay be proved by means of witnesses.” Ini berarti sama
dengan Konvensi Jual Beli 1951 (1955), perjanjian
jual beli tidak memertukan bentuk formalitas ter-
tentu. Kesepakatan secara lisan saja sudah mengikat
{orally binding).

5. Vienna Convention on Confracts for the
international Sales of Goods {CISG)

Vienna Convention acdlalah konvensi yang dihasil-
kan dari suatu konferensi yang diselenggarakan
oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (Unifed Nation)
yang diprakarasi oleh UNCITRAL. Konferensi ini
sendi-1i, yang diselenggarakan mulai tanggal -10:
Maret hingga 11 April 1980 telah berhasil menghasil-
kan kesepakatan mengenai hukum materiil yang
mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional
(Contracts for the International Sales of Goods) yang seir-
ing juga disebut dengan singkatan CISG. Selain itu
Konvensi ini juga sering disebut dengan Konvensi
Jual Beli 1980. Pemberlakuan Konvensi Jual Beli 1980
ini memberikan pengaruh besar bagi Konvensi fual

ciezmklan isi dari Konvensi Jual Beli 1964 ini dapat
disimpangi oleh para pihak dalam perjanjian, baik
unfuk keselurithan maupun untuk sebagian.

Yang menarik dari Konvensi Jual Beli 1964 ini
adalah adanya kebebasan dari setiap pihak dalam
perjanjian, yang meskipun merupakan warga negara
dari negara yang bukan peserta Konvensi ini, ber-
hak untuk memilih dan karenanya menundukkan
diri secara sukarela kepada berlakunya Konvensi
huaal Beli 1964 ini untuk mengatur hubungan atau

Beli 1964. Oleh karena peserta Konvensi Jual Beii
1980 ini adalah juga peserta Konvensi Jual Beli 1964,
malka berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 lchusus-
nya paragraph 3 dari Konvensi fual Beli 1980 yang
mewajibkan negara yang menyatakan diri tunduk
pada Konvensi Jual Beli 1980 ini wajib untuk me-
nyatakan penarikan diri dari Konvensi Jual Beli 1964
dengan segala macam bentuk penyimpangan yang
diperbolehkan, maka secara prakiis Konvensi Jual
Beli 1964 menjadi hampir tidak memiliki anggota
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| fﬁ{fﬁ%ﬁn“uwﬂ A

fmiemtu d;eng"m tidak memberlakukan ketentuan
' 1980 ‘Inipun relatif sangat kecﬂ jumiahnya.

: '0{ Gc}ods (CISG) ada};aﬂ kom’ena; vazw meﬂgatur
amr_a hukum materiil. yaﬁﬁ‘ akcm df%nfiakuknn

: :dez‘lgaﬁ pilihan hukum, bukaniah konvensi yang
| mengatur mengenai aburan hukum dalam transaksi
'pmd’waﬂgan mtemasmmal melainkan hzmya merm-
berlakukan ketentuan hukum domestik pada suatu
transaksi per daganwaz\ internasional, Sudanckan
“An international sale is wore than a domestic bzzifz with
incidental foreign elements™. Dikatakan lebih lanjut
bahwa™ "It entnils special problems of communication
Cand bransportation, requires the pariies fo operate in
alien legal and cultural environments, and obliges thewm
generally to speak in different language in more than
literal sense”.
Dengan demikian jelaslah mengapa Konvensi
Jual Beli 1980 ind dipertukan dan dibutuhkan, Sifat
dan karakterisiik yang berbeda antara infernatio-
nal trade dan domestic trade telah membawa akibat
bahwa hukum domestik tidak dengan begitu saja
dapat diberlakukan dalam setiap transaksi perda-
gangan internasional. Belum lagi chauvenistic charac-
ter yang senantiasa melekat pada diri individu atan
pihak-pthak tertentu mengenai keberlakuan hukum
“dordstk Qat stiati iegara tertentis terhadap negara
yvang lairmya.
CI5G berlaku untuk perjanjian jual beli antara
pihak-pihak dengan domisili usaha yar;or berada
padanegara yang berbeda yang merupakan anggota
xéozwenm Jual Beli 1980 ind atau ketentuan hukum
perdata internasional vang berlaku menunjul pada
heria kunya hukum dari Hagara vang merupakan
angeoka Konvensi fual Beli 1980 ini

-iagl dm kalemnya menjadi tidak berarti lagi, ke-
cuali umuk bagi an-bagian dari 1a?ienila?1*§x918?iﬁlaﬁ :
terientu yang’ masih di’ fwemed_ olehnegara-negara -
: _Vamg sama, yane" diatur dalam Komfemz Jual Beli .
Conwention on L,ontmcf for the International Salea_

: '-paéa setiap tr ansaksi perdagangan. 1?11@1‘%5?0;1&1 N
Dalam mnc:ian@an mereixa konvensiy ang b@ri\al tan.

orang yang disebabkan oleh benda ya"w d;per’da-
ganglkan®. G
Para pihak daiam Konvem7 ini bebds umuk
men a"esampmgkan pemberlakuan CISG ini ataupun
mengatur secara berbeda ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam CISG ini, atas kehendak mere}xa B
Menurut CIGS, keberadaan perjanjian ;uai beli
tidak perlu dibuat ataupun dibuldikan secara ter-
tulis, dan tidak memerhikan formalitas terfeniu.

_E\ebemdaan jual beli dapat aibukui\an de:ﬂvdﬁ

segala macam alat bukii termasuk saksi- eakszf’"
Dikatakan lebih lanjut dalam Konvensi }ual Beli
1980 ini bahwa suatu pernyataan yang dibuat atau
suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang
menerima penawaran (tidak mutlak harus pem-
beli) yang mengindikasikan persetujuan terhadap
snatu penawaran yang diajukan cleh pihak lain-
nya diperlukan sebagai suatu bentuk penerimaan,
namun demilian “silence” atau “ineciivity” fidak
diperlakukan sebagal penerimaan?. Jadi dalam hal
ind dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli baru
ada manakala ada penawaran yang disarnpaikan,
dan penerimaan vang harus terwwjud dalam bentuk
tindakan atau perbuatan atau suatu permnyataan vang
dilakukan oleh pihak vang menerima penawaran.
Sementara itu, saat efekiifnya suain penerimaan
adalah padasaat penerimaan ini dueﬂma oieh pihak
yang mengajukan penawaran, dengan ketentuan
bahwa penerimaan penawaran tersebut haruslah
sainpai dalam suatu jangka waktu yang telah diten-
tukan oleh pemberi penawaran atau dalam suatu
jangka wakiu yang secara umum dianggap patut
untuk melakukan penerimaan suatu penawaran
untuk jual beli*.

Ketentuan Pasal 4 CISG, seperti telah disinggung
di atas, fidak mengatur mengenai keabsalan
perjanjian jual beli yang bentuk oleh para pihak.
Ketentuan ini jelas menerbitkan kesulitan bagi
penyelesaian sengketa, dimana salah satu pihak
dalam perjanjian jual beli tersebut mendalilkan

Ci5Ch hanya mengatur mengenai pembentukan
perjanjian jual beli, hak dan écewa;.}.:cm dari penjual
dan pembell vang terbit dari perjanilan jual beli

tersebut, dan tidak mengatur mengenat keabsahan
perjanjian dan atau setiap pasal dau@aéam a atau
penerapannya, dan akibat dari perjanjian terhadap
kepemilikan dari benda yang diperdagangkan®
CISG ]uua tidak berlaku terhadap kewajiban pen-
jual untuk kematian aftau fuka pribadi dari setiap

setidararsaan perjanian jua belyarg giuat
Secara konseptual, sebagai hukum materiil yang
berlaku mengatur seluruh isi perjanjian jual beli,
jelas tidak munghin diadakan p“}'i’%a;“- hukums ’”Legara
tertentu unmé\ menenttukan keabsahan perjanjian
jual beli vang dibuat. Di samping itu, perlu untuk
dxpu} aﬁi\an dandipertimbangkan dengan seksama,
bukankah tujuan para pihak umuL uniuk memilih
CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG
aclalah untuk mengecualikan pemberlakuan hukaim
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~sini; Pertama terkait dengan masalah sub;eknya,

.'::"yar“ie* beﬁubuﬁgan dengan pihak-pihak yang
- melakukan perianjian, yaxm masalah kecakapan
~dan ada tidaknya kewenangan dari pihak yang
- masuk dalar perjanjian jual beli ini, dan masalah
ada’ ﬁdakﬂy& persetujuan bebas dari para pihak
wntuk menglkadcaﬁ diri dalam perjanjian jual beli
ini. Kedua berkaitan dengan masalah objeknya,
yaitu yang terkait dengan peiaksanaan perjanjian
jual beli itu sendiri. Dalam permasalahan keduaini,
periu dlps;rhm <an bahwa dalam hal ketentuan hu-
kum materiil mengenai pelaksanaan perjanjian jual
beli wang diatur dalam CISG bertentangan dengan
ketentuan hukum domestik yang beria}(u dli suatu
negara tertentu yang merupakan negara dari salah
satu pihak dalam perjanjian jual beli, maka hal ini
dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan
perjanjian jual beli menjadi tidak sah dan harus
dibatalkan.

Dalam hal ini penulis berpandangan, bahwa
untuk hal-hal yang berkaitan dengan subjek
..perjanjian jual beli, yang melipuii kecakapan dan
ada tidaknya kewenangan dari pihak yang masuk
dalam perjanjian jual beli ini, dan masalah ada
tidaknya persetujuan bebas dari para pihak untuk
mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli; hal ini
dapat dikembalikan keabsahannya pada hukum
dari negara masing-masing pihak yang membuat
jual beli. Jika menurut ketentuan hukum dari
negara masing-masing pihak yang membuat jual

i | negara dimana benda tersebut dztmnspormsztkan
maka seluruh ke;emu’m CISG hams dmyau,aka 1

-.'_atau hdak sesuai dengan ketentuan hukum de-

-par;aﬁjian ;uai beh Ealam g@meks lm ketenmam
‘hukum domestik yang bpri:il:'-dl negara tertentu

5 . _ g
5 ada dua hal yang dapa’f dlkemukakan di . yang merupakan negara dari saiafn satu plhak

benda yang dlperbelehkan unm}c diperjualbelikan

mestik }fang b@rlakv di'suatunegara tertentu yzmg i
meruyaxcan negara dari sais’ﬂ Satu pih&k dalam

dalam perjanjian jual be_h yang %eri:entangan atau
berbeda dari ketentuan CISG hams dmyaiaﬁan
tidak berlaku. - : :

Dengan demikian beram uni“uk menghindari
terjadinya permasalahan yang terkait dengan keab- -
sahan perjanjian jual beli yang dibuat berdasarkan =
CISG dan karenanya funduk pada ketentuan CISG
ini, periu dikatakan bahwa terhadap masalah ke-
cakapan dan kewenangan subjekiif dari para pthal
untuk masuk dalam perjanjian jual beli ini dan
kesepakatan bebas dalam pembentukan perjanjian
jual beli, kedua hal ini tunduk sepenuhnya pada
aturan hukum domestik dari negara dimana para
pihak berkedudukan hukum dan atau menjalankan
kegiatan usahanya. Dengan demikian persoalan
terkait dapat diselesaikan®, '

Selanjutnya untuk menentukan berlakunya
CISG, ada empat hal berikut yang perlu diperha-
tikan®
a. Mengenai para pihak dalam perjanjian jual beli

1) para pihak haruslah pihak-pihak yang memi-

1iki tempat usahayang berada pada negara®:
yang berbeda, yang keduanya telah ikut serta
memberlakukan CISG;

2) para pihak dalam perjanjian jual beli haruslah
pihak-pihak yang memiliki tempat usaha
yang berada pada negara yang berbeda,
dan hanya salah satu pihak yang negaranya
telat ikut serta memberlakukan CISG, tetapi

oeil, seseorang ainyatakan fdak cakap, arau secara
konseptual diternukan alasan yang menyebabkan
tidak adanya kesepakatan bebas, maka jelaslah
eksistensi dari salah satu dari kedua hal tersebut
sudah merupakan dan menjadikan alasan cukup
untuk menyatakan perjanjian jual beli fersebut
tidak sak

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang meliputi
objek perjanjian, khususnya pelaksanaan perjanjian,
maka selain benda yang diper}ualbehkan ha;uslai’x

kaedah hukum internasional menunjuk hii-
kum dari negara ini {(peserta CISG) sebagai
hukum yang berlaku bagi transaksi jual beli
tersebui;

b. Mengenai isi perjanjian

1) perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG
adalah perjanjian komersial dan tidak meli-
puii penjualan kepada konsumen atau peng-
guna akhir; dan

2) tidak semua benda-benda yang diperdagang-
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: kan czapm funduk pada keze‘"‘ah;aﬂ {:?*G _
: b&fam hal i zm dagv'ﬁ’ dlpcfhaizikan Reten aan
_E‘as:ﬁ?Q?CG AR : ;

.o

: %ebm untuk kepertuan produksi. CISG juga
Ctdak berlaku Lag;, perjualan di; mana k _.rzzjlb
ekoi\ da:r; ;uai belmya aua}a’ﬁ pembemaﬁ }a.sa

aga kerja atau ec:;c:msnva P :

bt §

'-_CES&; mezweauahkan .
1) "E_eaﬁsahm pe‘z‘ mpan N

ST

termasul hak pzh%k ketiga atas benda terse-
ibuty L :
“3) .if&l_l’l@”"“t‘ﬂg jawab '%ef:hadap cidera atau ke-
- matianyang disebabkan oleh benda yang
- diperjualbelikantersebut. =
Untuk hal-hal tersebut, penunjukarn pilihan hu-
kum ‘tetap disarankan untuk mengisi kekosongan

nrkoem®,

0O, CHOICE OF LAW, THE GOVERNING LAWY,
STATE LAW, DAN LEX MERCATORIA

Pernielasan yatw diberikan di atas mes ﬁpez 1
hatkan bahwa, mesldpun serupa, the governing law
memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan
choice of law atau pilihen hukum. Yang dinamakan
dengan pilihan hukum atau cheice of lnw adalah
hukum tertentu yang dipilih karvena kesepakatan
para pihak dalam perjanjian, untuk dipergunakan
sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum

-yang. ak&n cilakukanatan dﬂaksaﬁakan oleh para .

pxi‘iah. Selanjutnya hukum yang beriaku atau the
governing low adalah hukum yang berlaku dalam
mengatur suatu hubungan hukum tertentu, baik
karena f"izi:wﬂzh oleh para pihak berdasarkan suatu
choice of law, atau karena berlakunya kaedah-kae-
dah hukum perdata internasional. Ini berart the
gﬁf?ei’f‘ﬁ??i’ lmw mernilikd makna vang lebih luas dari
mmg, a sekedar choice of lnw.

i PP ';?

: -?aa:) KOTEV@QSA }am} Beli 1%@ tersebut.

;ﬂasak sejumhh besar dmz beramg

. 23 akibat terhadap benda x éiﬂcrch & ualbﬂh}‘zm
P ¥ Per

1964 ini selanjuinya menjadi aovemmg lszw daiam
hubun lggm hukum jual beli mmm&smna} yawg
diatur dalam kontrak vang 1 ‘Izelaku}:ah oice of

Dewaca ini, ‘salah saiu hu}mm Hne z—sfzzra, atau

' Emﬂcan hLium dumﬂsm\ atm,a ik p@sﬂzf yanﬁ

%}@Tiaht fii sma?m hegam, yang seringkali- dipergu-
nakan dalam perjanjian internasional adalah the
UNIDROIT Principles of Infernational Comiercial

-_Commcfs (UNIDR@ET meczpies) yang: sermgkah
: '.dx_sebm juga sebagai ‘Lex Mercatoria (non-state law)

ja"‘t" berdasarkan pada thoice of law dapai“ 'dlpzzksu
sebagai the governing law.

UNIDROIT atau Iﬁ*‘emafzormi‘ msfatufe fmf the
Unification of Private Law adalzm salah satu lem-
baga internasional, non-pemerintah yang sermgkah
meiakﬂkaﬁ penelitian dan publikasi terkait dengan
hukum perc%a ta, termasuk di dalamnya hukum
perdata internasional, vang meliput juga | i’raﬂsak&
jual beli internasional. o

UNIDROCIT Principles adalah serangkaian afuran
hukum materiil yang mengatur mengenai bentuk
darisi dari suatu perjanjian komersial internasional,
termasuk di dalanmya transaksi jual beli interna-
sional. UNIDROIT Principles terdisi atas Preambul
(Pembukaan) dan 119 pasal, yang terbagi ke dalam
7 Bab, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab
il tentang Pembentukan Konirak, Bab I tentang
Keabsahan Kontrak, Bab 1V tentang Penafsiran
Kontrak, Bab V tentang Isi Kontrak, Bab VI tentang
Pelaksanaan Konirak daﬂ Bab VII tentang Tldak
D}lai\sanakamnya Kontrak.

Qe;an;u’*nya dapatdikatakan bahwa UNIDROIT
Principles ini mengatur dengan jelas dan tegas
berbagai macam aturan yang berkaitan fidak
hanya dengan jual beli internasional tetapi juga
vang berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan
hal-hal lain yang tidak diatur dalam konvensi-
konvensi sebelumnya, sehinga dapat dianggap
sebagai p@:ﬂgoam; dari hukum nosmf vang berlaku

b L)
i suaty necara’ 8 Tialam konteks tereehut Heaklah

T s C e wa e abnn TR R g;'};m?x e
fuk maﬁiiﬁ‘i atan memm;hk tidak hanya pada
berlakim "i. sumn dari suabi negara, melaﬁkaﬁ
juga pada atw uran hukum lainnya. Penunjuldan
yang dilakukan oleh para pithak misalnva dalam
Konvenst § al Beli 1964 { mengenai pemberlakukan
Konvensi Jual Bell 1964, termasuk dalam choice
of low vang tdak memberiakukan hukum suatu

MNegara sebagai hukum yang mengatur hubungan
hudoumn jual "x, iinternasional. Konvensi jual Beld

1‘\,
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mengherankan jika hampir setiap perjanjian iual
beli internasional dewasa ini mempergunakan
UNIDROIT Principles sebagai pedoman dalam
menyusun perjanjian jual beli internasional, yang
termasuk kategori komersial, Sﬁffi’a pedoman bagi
penafsiran dan penyelesaian sengketa jual beli
internasional.

Yang menarik adalah bahwa dalam tiap-tiap
pasal vang direkomendasikan selalu diberikan
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. k meﬂtar dan taﬁggapan telhadap ist: pasal—pasal
' }.tersebut Ha} ini ditujukan untuk memberikan
: penveman dan pemahaman yang lebih baik- bag1
'-_p’ira peng gunanya. .

'daiam UNIDROIT Principles bahwa:
0. a contract iay be concluded either by the accgpiance

“of anoffer or by conduct of the partzes fhai is suﬁfmenf

?._;_fo show agreementas; 2 =
asintement made :’:Jy or other. conduct of fhe ojeree in-
: :duafmv nssent to ar offers an acceptance. Silence or
"._ irmcrwzt y does not in itself amount to acceptance;
e acceptance of an offer becomes effective when the
- indication of assent reaches the offeror*;
. ifnwriting which is sent within a reasonable time after
Sothe conchfsmn of the contract and which purports fo
- be.a confirmation of the contract contains additional
“or different terms, such teyms become part of the
coriract, unless they materially alter the contract
or the recipient, without undue delay, objects to the
discrepancy;

Jadi dalam hal inipun tidak ada persyaratan
bahwa perjanjian {jual beli) internasional memer-
lukan suatu bentuk formalitas, atau harus dibuat
dalam bentuk tertulis.

Selanjutnya mengenai keabsahan kontrak
UNIDROIT Principles menyatakan bahwa:

a. these Principles do not deal with the invalidity arising
from®:

1) lack of capacity;

2) immorality or illegality,

b. .a contract is concluded by the mere ngreement of the
Ty ies;without any further requirement;
¢. adanya alasan kekhilafan (mistake)*’, kecurangan

(fraud)™, ancaman (threat), berat sebelah (gross

disparity)™ untuk pembatalan perjanjian,

Dari penjelasan di atas juga dapat dilihat bahwa
hal yang terkait dengan kecakapan bertindak serta
pelaksanaan perjanjian yang berlawanan atau ber-

tentangan dengan hukum berada di luar cakupan
I T?\'{TT‘»{)(‘\T’T

- Terkait dengan pembemukan komrak dzkatakan _

'kecakapan bez‘tmdak serfa. pela}\sanaan perjanjiar
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kemunglmmn pemberlakuan hulaum domesalx dari
negara tertentu yang yang berdasarkan pada kaedah
hukum perdaia internasional dmyatakan sebagax :
hukum yang berlaku bagi hal-hal tidak cukup diatur
dalam lex mercatoria atau the general principles.of lawy:
yang dlplhh para pihak. Hal ini diperlukan untuk
mengisi kekosongan hukum, seperti misalnya
penentuan keabsahan perjanjian mengen az{'_

yang berlawanan atau bertentangan dengan ke
yang tidak dzaiur dalam . UNIDROIT Pr mczple:}
Jadi dalam hal ini penggunaan hukum domestik.
dari negara tertentu yang vang berdasarkan pada
kaedah hukum perdata internasional diper gunakan =
sebagai hukum yang berlaku hanya sebagai
B0 YA terdapat pertentanzan.
antara lex mercatoria atau the general principles of laww .
dengan hukum domestik dari negara iertentu yaﬁg N
yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata
internasional dipergunakan sebagai hukum yang -
berlaku, maka yang berlaku adalah lex mercatoria.
atau the general principles of Inw.

E. PERJANJIAN TANPA GOVERNING LAW
(CONTRAT SANS LOJ)

Pada umumnya dalam setiap perjanjian selalu
dicantumkan pilihan hukum, baik itu hukum .
dari suatu negara tertentu maupun hukum
yang merupakan general principles of law atau lex
mercatoria, sebagai aturan hukum materiil yang akan
mengatur hubungan hukum yang ada dengan segala
konsekuensinya yang lahir dari suatu perjanjian.
Namun demikian perkembangan hukum dewasa
ini menunjukkan sudah adanya pembentukan
perjanjian yang tidak merujuk pada berlakunya
suatu aturan hukum tertentu, kecuali yang sudah
diatur dalam perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang
demikian seringkali disebut dengan nama “self-
regulatory contract”. Dalam Bahasa Jerman disebut
dengan nama “Rechtsordnungsloser Vertrag” atau

hukem yans beslaku feontrl sons

LJ.I:Ii IlLll... .uz

Pengakuan akan keberadaan lex miercatorin atau
the general principles of law dalam proses peradilan
ternyata masth rmenerbitkan koniroversi. Namun
demikian dalam kerangka penyelesaian sengketa
alternatif melalui arbitrase, pada umumnya para
arbiter sudah mengalkui dan menerima kewenangan
para pihak untuk mempergunakan lex mercatoria
atau the gencral principles of law sebagai hukum yang
berlaku (the governing law) dengan tidak menutup

perjanpan-tanpa-nulas-ya
loi)™.

Keberadaan dari perjanjian tanpa hukum yang
berlaku (contrat sans loi) ini bukan tanpa masalah
dan ternyata telah menerbitkan berbagal macam
kontroversi. Salah satunya adalah pengakuan akan
keberadaan dari perjanjian taripa hulum yang ber-
laku (contrat sans loi) tersebut.

Secara konseptual, para pihak diberikan ke-
wenangan untuk membentuk perianiian dan menga-
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Ji'LITL isi @Qlja?{ljiaﬁ QE‘b&c’&l‘{laﬁ’l vang iz sul wa, namun

demlkian mﬁaix dapa’c cillupalxein bahwa adanva

g ka,wenaﬁgan yang demikian (kebebasan berkonir ak) '

“baru'ada manakala sustem hukum yang ada yang
bezlaku pada suatu negara tertentu memunglkinkan

para plha unmk mehkukan hal tergebut, Balam hal

-sistem hiikum yang berlaku bagi para pihak dalam
' ;Je? janjian tersebut: memberzkaﬂ batasan dalam

beniuk ketentuan memaksa 3 fsme* merupakan pz!blzc'
~order yang tidak boleh dls;impaﬁg} maka tentunya
“ketentian-ketentuan “yang bertentangan’ Lerscﬁbm _

(vang diatur dalam per jcmjl&ﬂjl.lal beli mtemaszoﬂai
tersebut) tidak dapat dipaksakan keberlakuannya
oleh para pihak. Dalam halini, prakiik pengadilan™
dan arbitrase yang berlaku di dunia ini menunjuk-
kan bahwa untuk mengisi kekosongan vang ada,
serta untuk menentukan saat terbentuknya perjan-
jian dan keabsahan dari perjanjian yang dibentuk
tetap merujuk pada ketentuan hukum dari negara
yang berdasarkan pada kaedah hulum ﬂerdai‘a
internasional” dipergunakan sebagai hufimm vang
berlaku. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
perjanfian vang tidak menentukan hulkum yang
berlaku teysebut (confrat sans loi) tetap diperlaki-
kan sebagai hukum yang mengatur hubungan
hukum jual beli tersebut, hanva sepanjang tidak
bertentangan dengan hukum domestik dari negara
vang berdasarkan pada kaedah hulkum perdata
internasional ditunjuk dan selanjuinya dipergu-
nakan sebagai hukum yang berlakas Jadi dalam hal
ini sebenarnya, berbeda dari lex mercatoria sebagai
governing lnw dengan pelengkap hukum dari negara

vang 3:3@1 dasarken pada 1aeé:§ézh hukam perdata

internasional dipergunakan sebagai hukum yang
berlaku; sedangkan bagi pegjaniian yang mengakui
dirinya sebagai contrat sans loi, the governing lawnya
adalah hukum dari negara yang berdasarkan pada
kaedah hukum per c’zata mteaquomai dipergunakan
sebagai hukum yang berlaku dengan n@iezwkaanva
adalah aturan \/an;;7 dibuat dalam perjanjian jual beli
interpasiopal tersebart selama dan genaniang Hdak

mengamﬂ dirinya sebagai contral sans loi: dmvan

hukim darinegara yang berdasarkan pada kae
hakum perdma internasional dipergunakan semagai
hukum vang berlaku, yang dlpei gunakar adalah
hvkum dari :neg avané LQE’EE&S’HE{&% afia sedah

hukun“ vang b{}zkaku

E CHOICE OF FORUM, m@@%”éﬁb ?ﬁ% @?%‘%m
CJANJIAN JUAL BELI DAN KEABSAHAN
KONTRAK DAGANG INT Eﬁ%&%%”@éﬁﬁ

u@b"‘"l i telah c‘ilsmvguna dalam pemﬂb Ensan
di rfmlm, bentuk dan formalitas dari tras ab?:ﬂ(SI‘uu}.
bell mm;adlha yang menaril untuk &mezhaitikz}n
di sini. Mengapa menarik? ;awrxbazm ra:seder-
hana, formalitas dari fransaksi jual beli menjadi
hal yang menarik mmwm%ai bahwa dari seluruh
konvenst yang ada, juga UNTDROIT Principles,
tidal ada satu ketentanpun yang mewajibkan
perjanjian jual beli untuk dibuat secara tertulis
dan atau dibervtul dengan mengikuti atau mem-
pergunakan suatu formalitas tertentu. Hal ini
tentumya menjadi sangat menarik untuk diperha-
tikan, mengingat bahwa perkembangan dewasa
ini juga telah menunjukian bahwa hampir seba-
gian besar transaksi perdagangan internasional
wkan klausula arbitrase dalam proses
penyelesaian sengketa, dengan mmwcuahkan
pengadilan. Prases penyelesaian sengkes:a melalui
oeradilan kurang disukai oleh para pelaku usaha,
oleh karena selain melibatkan dari otoritas pada
suatunegara yang dalam mengadili senghketa yang
melibatkan warga negaranya dan warga negara
lain cenderung : e .T;b' 72 Akibat ku;gmﬂ roengun-
tungkan bagi warga negara asing tersebut, pada
urmumnya proses peradilan juga memakan waktu
vang lama sebelum memperoleh suatu putusan
vang berkekuatan hukum tetap.
Dalam penjelasan dli atas telah dikatakan bahwa
dalam konvensi-konvensi jual bell internasional,
dan UNIDROIT Principles suatu perjanjian jual beli

Hdak perba dibuat secara terbulis dan juga Hadak
i >

memper|al

bertentangan dengan the governing Taw te.fse?:am.
Dikatakan demikian oleh karena dalam hal vang
pertama jika terjadi pertentangan antara
foria yang dipilih dengan hukum dari negara yang
berdasarkan pada kaedah hulum perdata inferna-
sional dipergunakan sebagai hukum vang berlakuy,
yang dipergunakan adalah lex mercaforin. Sedangkan
dalam hal kedua, jika terjadi pertentanzan antara
]

ketenduan hukum vane distur dalam perianiian vang

J o i PR

fex mevea-

memerlukan suatu formalitas tertentu; sedangkan
secara unmum dapat dikatakan bahwa ha: qviv di
rara klausula arbitrase harusiah dibuat
sagar klausula arbitrase t keé:?i_itfzapai
ara uha %, Keberadaan konvensi-kon-
vensi terseb ut diatas yang semula dibarapkan dapat
memudahkan pe nyai@mwn sengleta atau ;:sm'seaizm
hukum, termasui penarswzm seputar jual bell in-
ternasional ternyata tidalk lagi me mz‘zdz efektif, oieh

gﬂ
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karena konsepsi “orally binding” dalam perjanjian

- jual beliinternasional yang diatur di berbagai kon-
~vensi }ual beli internasional dan UNIDROIT Prin-
i czples temyata ‘menerbitkan persoalan baru. Makna
5 konseps; ‘orally y binding” men]ad1 tidak ada artinya
-lagi, manakala para pihak dalam perjanjian jual beli
s ternyata diwajibkan unfuk mengatur perjanjian jual
i beli mereka secara tertulis agar penyelesaian perseli-
- sthanmereka dapat dlSﬁlesalkan melaim mekamsme

Crodi 1uar peno“adﬂan

' Persoalan yang muncul kemudian adaiah
g bagazmana akibat hukumnya bagi perjanjian jual
“beli yang sudah disepakati secara hsan hal-hal yang
berkaitan de_ngan jual beli itu sendiri, sedangkan
perjanjian jual belinya dengan isi klausula arbitrase
di. dalamnya tidak pernah ditandatangani secara
tertulis oleh salah satu pihak daiam perjanjian
jual beli tersebut®. Secara teoretis dan konseptual,
dengan memperhatikan bahwa jual beli telah
terjadi dengan kesepakatan lisan, maka objek
jual beli khususnya yang terkait dengan harga
dan barang diperjualbelikan felah sah mengikat.
Hal-hal lain yang meliputi hukum materjil yang
berlaku, terkait dengan jual beli tersebut, yang
belum dibicarakan dan disepakati mengikuti
ketentuan yang diatur berdasarkan the governing lotw
yang ditentukan berdasarkan konvensi-konvensi
jual beli internasional yang dipilih tersebut atan
UNIDROIT Principles. Sementara itu, klausula
arbitrase yang tidak ditandatangani menyebabkan
tidak berlakunya ketentuan yang diatur dalam
}dausula arbitrase tersebut, dan ini berarti tidak
berlakunya ketentuan arbitrase. Dengan demikian
berarti gugatan clapat dimajukan di negara dimana
pihak yang merugikan dapat digugat, dengan
memperhatikan ketentuan hukum formil yang
berlaku di negara dimana gugatan dimajukan (lex
fori). Jadi keabsahan perjanjian jual belinya sendiri
tidak dapat dipersoalkan hanya karena perjanjian

ARTIKEL UTAMA
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internasional juga masih merupakan hal yang cukup.:
serius perlu untuk chperhahkaﬁ Berbagal macam
konvensi yang mengatur mengenal transaksi jual
beli internasional yang ada dan telah dlberiakukan'_'

sebagai hukum domestik di berbagai negara peser

tanya ternyata juga tidak pernah cukup mengatiy

mengenai keabsahan kontrak dagang internasional.

Bahkan suatu lex mercatorzawpml seperti UNIDROIT

Principles ternyata juga tidak sepenuhnya menga
tur seluruh hal yang berkaitan .dengan Vahdz‘sa
kontrak dagang internasional. Fakta dan analisi

hukum di atas menunjukkan keberadaan hukum

yang mengatur dalam setiap kontrak perdagangan

internasional ternyata tidak dapat dilepaskan daii -
hukum domestik yang berlaku di suatu negara’
Eksistensi dari contrat sans loi ternyata sulit menda- -

patkan tempatnya dalam prakiik hukum. Kaedah
hukum perdata internasional, khususnya the most
characteristic connection terbukt mempunyai peran
yang cukup besar untuk mengisi kekosongan hu-
kum yang ada dalam setiap kontrak perdagangan
internasional, meskipun sudah dipilih lex mercatoria
sebagai hukum yang berlaku. Bentuk kontrak per-
dagangan internasional, yang tidak memerlukan
formalitas tertentu di satu sisi, ternyata cii sisi lain
menjadi persoalan bagi berlakunya pilihan forum
dalam kontrak perdagangan internasional tersebut.
Semoga uraian dan kesimpulan yang telah disam-
paikan di atas dapat menjadi pembelajaran bagi ka-
langan praktisi dan akademisi yang tertarik dengan
kontrak perdagangan internagional. (GW)
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